
 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 30  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  

NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 

berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana 

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dalam rangka 

pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan 

pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat di daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018, kegiatan lain diluar tanggap darurat yang 

didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan 

pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD 

berkenaan dan/atau belanja PPKD;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 3569); 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelo!aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005      tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 



Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

 

 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 

Nomor 2036); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 825);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12    

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  Tahun 2017 Nomor 12); 

38. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 64); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 

BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulang 



Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 64) diubah sebagai berikut : 

 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

 a. Pendapatan Asli Daerah  

 1) Semula Rp.      962.270.704.871,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.         0,00,-  

 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Pergeseran Rp.       962.270.704.871,00,- 

 b. Dana Perimbangan  

 1) Semula Rp.  726.982.144.000,00,-  

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.     0,00,-  

  Jumlah dana perimbangan setelah Pergeseran Rp.   726.982.144.000,00,- 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

 1) Semula Rp.      204.078.060.871,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.      0,00,-  

 
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah 

 Pergeseran 
Rp.    204.078.060.871,00,- 

    

(2) Belanja Daerah terdiri dari : 

 1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari : 

 a. Belanja Pegawai  

 1) Semula                                       Rp.   301.463.118.471,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.      0,00,-  

  Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran Rp.   301.463.118.471,00,- 

 b. Belanja Bunga  

 1) Semula                      Rp. 5.300.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-  

  Jumlah Belanja Bunga setelah Pergeseran     Rp.       5.300.000.000,00,- 

 c. Belanja Hibah 

 1) Semula           Rp. 9.470.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.    0,00,-  

  Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran    Rp.       9.470.000.000,00,- 

 d. Belanja Bantuan Sosial  



 1) Semula                                       Rp.                        100.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.         0,00,-  

  Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Pergeseran    Rp.            100.000.000,00,- 

 e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 

 1) Semula                                       Rp.                        1.500.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                        0,00,-  

 
 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kab /       

 Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Pergeseran    
Rp.                        1.500.000.000,00,- 

 f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 

Politik 

 1) Semula                                       Rp.   126.147.572.400,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                         0,00,-  

 
 Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab / 

 Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Pergeseran 
Rp.   126.147.572.400,00,- 

 g. Belanja Tidak Terduga  

 1) Semula                                       Rp.         1.000.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                          (998.500.000,00,-)  

  Jumlah Bantuan Tidak Terduga setelah Pergeseran Rp.       1.500.000,00,- 

 2. Belanja Langsung terdiri dari : 

 a. Belanja Pegawai  

 1) Semula                                       Rp.   32.498.479.300,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     0,00,-  

  Jumlah Belanja Pegawai Setelah Pergeseran Rp.    32.498.479.300,00,- 

 b. Belanja Barang dan Jasa  

 1) Semula                                       Rp.   151.285.221.400,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.   0,00,-   

  Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Pergeseran Rp.   151.285.221.400,00,- 

 c. Belanja Modal  

 1) Semula                                       Rp.  480.617.313.300,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.    998.500.000,00,-)  

  Jumlah Belanja Barang Modal setelah Pergeseran Rp.   481.615.813.300,00,- 

    

3. Pembiayaan Daerah :     

 a. Penerimaan     

 1) Semula Rp.    149.111.000.000,00,-   



 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00   

 Jumlah Penerimaan setelah Pergeseran Rp. 149.111.000.000,00,- 

    

 b. Pengeluaran     

 1) Semula Rp.    2.000.000.000,00,-   

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                            0,00,-   

            Jumlah Pengeluaran setelah Pergeseran  Rp   2.000.000.000,00,- 

  

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran Keputusan ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 Ditetapkan Panaragan 
pada tanggal   15  Mei 2018 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

         dto. 

 

UMAR AHMAD 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal  15  Mei 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 
 
          dto. 

 
HERWAN SAHRI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 
NOMOR 30 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

 

 

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
Pembina 
NIP. 19770409 200212 1 008 

 
 

 
 
 


